
BUPATI BATU BARA 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI BATU BARA 

NOMOR US TAHUN 2 0 1 €  

TENTANG 

BELANJA YANG BERSIFAT TETAP 

KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2 0 1 7  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATU BARA, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105A Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah bahwa ayat 1) Dalam 

Penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah 

dalam melaksanakan pengeluarzn setiap bulan setinggi 

tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran 

sebelumnya. Ayat (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk 

keperluan setiap bulan sebagaiman dimaksud pade ayat ( 1 )  

dibatasi hanya untuk belanja bersifat tetap seper:i belanja 

pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari, 

b .  bahwa untuk kelancaran penyeleggaran Pemerintah Daerah 

untuk pelayanan kepada masyare<at perlu adidukung dengan 

penyediaan dana belanja langsung maupun bela ja tidak 

langsung untuk operasional pelaks:.naan kegiatan; 

e .  bahwa berdasaran pertimbanga: sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu c itetapkan Peraturan Bupati 

Batu Bara tentang Belanja Yang Bersifat Tetap Kabupaten atu 

Bara Tahun Anggaran 2 0 1 7 .  



Mengingat 1  .  

3 .  

Undang-Undang 

Undang-Undang 

Nomor 

Nomor 

28 

1 

Tahun 

Tahun 

1999 

2004 

ten tang 

ten tang 

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi ,  Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 

1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tah un 2003 

Nomor 4 7 ,  ·Tambahan Lembaran Negara Republik Jndon e s ia  

Nomor 4286) ;  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nc,mor 1 2 6 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;  

6 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera tara (embaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 6 8 1 ) ;  

7 .  Undang-Undang nomr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik [ndonesia 

Tahun 2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4 437) ;  

9 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2 0 1 4  tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Dae rah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 1 8 2 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;  

1 0 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  
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y 

' Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) ,  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2 0 1 4  

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58,  ambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679) ;  

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nmor 2 1 0 ,  

Tambahan Lembaran Negara Repubuik Indonesia 4028 ) ;  

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten.tang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repub l ik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,  Tambahan Lembar n Negara 

Republik Indonesia 4 4 1 6 ) ,  sebagaimana telah beberapa kal 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 2 1  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya: Daerab 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 omor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia 4712; 

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indones.a Tahun 

2005 Nomor 1 3 7 ,  Tambahan Lrmbaran Negara Republik 
Indonesia 4575) ;  

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan embaran 

Negara Repiblik Indonesia Nomor 578) ;  

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 22005 

Nomor 165 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia 
Nomor 4593) ;  

1 6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Taun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaran Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban K:pala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, lan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ncmor 1 0 8 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;  

1 7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 9  Tahun 2 0 1 0  tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi, sebagaimana telaj diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Atas 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

2 

Kedudukan Keuangan Gubenur sbagai Wakil Peerintah di 
Wilayah Provinsi '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 44, Berita Negara republik Indonesia Non or 5209) ;  

1 8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2 0 1 6  tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik ndor.esia 

Tahun 2 0 1 6  Nomor 1 1 4 ,  Tambahar» Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) ;  

1 9 .  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2 2 0 1 0  

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebgaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 7O Tahu 2 0 1 2  tentang Prubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2 0 1 0  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

20 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan aerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 l  tentang Perubahan K:dua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 6  

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evwluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD; 

2 2 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  tentang 

Pembentukan Produk Hukum Dae : ·ah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 36) ;  

23 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri N o r  3 1  Tahun 2 0 1 6  tentang 

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2 0 1 7 ;  

24 .  Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tanun 2 0 1 6  

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Eatu Bara; 
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; kan 

25 .  Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2 0 1 6  

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Tahun 

Anggaran 2 0 1  7 ;  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BERSIFAT TETAP 

KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2 0 1 7  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Batu Bara. 
2 .  Pemerintah Daerah adalah Bupa.ti sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang merimpin pelaksanaen urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 .  Bupati adalah Bupati Batu Bara . 

4 .  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutny_c. disingkat 

DPRD, adalah lembaga perwaki'an rakyat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu 

Bara . 

5 .  Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan 

yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan 

persetujuan bersama Bupati .  

6 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Batu Bara . 

7 .  Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. 

8 .  Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

9 .  Belanja yang bersifat tetap merupakan belanja keper!uan 

setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, seperti 

belanja pegawai, layanan jasa den keperluan kanor sehari 

hari . 

1 0 .  Pengetolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, peiaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan , pertanggujawaban, clan pengawasan keuangan 

daerah; 
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I L .  Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjunya 
disingkat dengan SKPKD adalah perangkat daerah pada 
pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran,' pengguna 
barang, yang juga melaksanalan pengelolaan keuangan 
daerah; 

1 2 .  Pejabat pengelola keuangan daeran yang selanjutnya. disingkat 
dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola Keuangan 
daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksarakan 

Penaelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahra Umum 
b  ,  

Daerah yang selanjutnya disingka: dengan BUD; 
1. 3 .  Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah; 

1 4 .  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah dalam Lingkup Femerintah 

Kabupaten Batu Bara; 
1 5 .  Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya ; 

1 6 .  Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang 

ditunjuk menerima, mer yimpan, membayarkan, 

menatausakan, dan mempertangsujawabkan uang keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD paca SKPD; 

1 7 .  Pejabat Penatausahaan Keuar.gan Dacrah selanjtnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang malaksanakan fungsi 

dan tata usaha keuangan pada SKPD; 

1 8 .  Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat  

PPTK adalah yang melaksanakan satu atau beberera kegiatar 

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

1 9 .  Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disirgkat SPM 

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan 
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup belanja yang bersifat teap meliputi : 

a .  Belanja pegawai keperluan menbayar gaji dan tunjangan, 
honorarium tenaga honorer/ pegawai tidak tctap; 
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b. Belanja pengerimaan lainnya Kepela Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD; 

c .  Belanja bahan habis pakai seperti alat tulis kantor, cetakan, 

belanja listrik dan elektronik; 

d .  Belanja makanan dan minuman keperluan rapat dinas; 

e .  Belanja jasa kantor seperti belanja telepon, belanja air dan 

belanja listrik; 

f. Belanja perawatan kendaraan bernotor seperti belarja bahan 

bakar minyak dan pelumas; 

g. Belanja perjalanan dinas; 

h.  Belanja keperluan sehari-hari Rumah Sakit, Puskesmas, dan 
Sekolah 

BAB III 

BESARAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP 

Pasal 3 

Belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
dilakukan pengeluaran kas setiap bulan setinggi- tingginya 
sebesar satu per dua belas APBD tahun anggaran sebel Im APBD 
tersebut ditetapkan 

BAB IV 

PERSYARATAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP 

Pasal4 

Pengajuan permintaan penerbitan SPD oleh SKPD harus teriebih 
dahulu sudah ditetapkan oleh:  

a.  Pejabat yang berwenang menandaangani SPD; 
b. Pejabat yang berwenang menandatangani SPM; 
c .  Pejabat yang berwenang menanda:angani SPJ; 
d .  Pejabat yang berwenang menandatangani SP2D; 
e .  Bendahara Pengeluaran; 
f. Pejabat lainnya seperti PPK-SKPD, PPTK 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Batu Bara. 

l 

Ditetapkar di Lima puluh 
pada tanggal 4o Dcqmlr 20l 

BUPATI BATU BARA, 

OK ARYA ZULKARNAIN 

Diundangkan di Lima Puluh 
p&da anggal 3¢ Dscobr 2ci 

PIE. SE! RETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BAA, 

EERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN SUNOMOR 9 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 

RAHMAT SIRAIT, SH 
NIP.19660707 198602 1 001 
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